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A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia secara kodrati tidak bisa lepas dari pola hidup

berkelompok. Hal ini juga didasarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial,

yang akan membutuhkan bantuan dari manusia lain. Pola hidup berkelompok

terjadi akibat dari sifat dasar manusia yang mempunyai keinginan hidup bersama

manusia lain dan membentuk sistem kehidupan, didalamnya ada tatanan nilai,

norma dan tujuan bersama. Selain itu, manusia juga memiliki atau berkeinginan

untuk dapat bergabung dengan lingkungan sekitarnya. Dengan sendirinya dari

berbagai manusia akan membentuk sebuah masyarakat yang nantinya akan

terbentuk juga stukstur sosial. Masyarakat sebagai suatu ikatan bersama dan

hidup selama bertahun-tahun dalam lingkungan tertentu akan mengalami

perubahan maupun perkembangan. Hal ini dapat dikatakan perubahan itu muncul

karena suatu anggota masyarakat melakukan hubunngan sosial (interaksi sosial)

dengan yang lain. Sudah barang tentu, interaksi itu dapat mengarah pada

hubungan yang terbuka maupun tertutup.1

Indonesia adalah Negara yang memiliki pluralisme budaya yang sangat kaya.

Pluralisme atau keragaman budaya ini menjadi salah satu potensi tersendiri untuk

membangun kesejahteraan dan pemahaman bersama dalam suatu bangsa melalui

1Agastya.“Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang
Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)”.Vol 03 No
01.2013, hlm. 127.
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berbagai program pembangunan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan.

Untuk itu optimalisasi potensi yang ada perlu dilakukan untuk diarahkan sebagai salah

satu sumber kekuatan dalam pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti

potensi komunikasi sosial yang berkembang melalui berbagai interaksi antar masyarakat

dalam bentuknya yang beragam sebagai bagian kebudayaan masyarakat setempat baik

melaui budaya inmaterial seperti terlihat dalam bahasa, tradisi, kebiasaan, adat, nilai

moral, etika, religi, kesenian, sistem kekerabatan dan sebagainya ataupun pula berupa

budaya material dalam bentuk seperti alat-alat kerja, alat pertanian, alat-alat rumah

tangga, alat transportasi, alat komunikasi ataupun model perumahan atau pemukiman.2

Indonesia merupakan sebuah masyarakat Negara yang secara antropologis, terdiri dari

500 suku bangsa dengan ciri-ciri bahasa dan kultur tersendiri, bahkan  dapat dikatakan

mempunyai satu daerah asal, pengalaman sejarah dan nenek moyang. Hal ini dapat

dijabarkan bahwa terbentuknya suku dirasa akibat dari adanya kesamaan identitas,

budaya yang sama serta ciri hidup secara tradisional seperti kekerabatan maupun agama

dijaga dengan erat oleh kelompok tersebut serta biasanya hidup dalam suatu wilayah

tertentu dalam jangka waktu yang lama.3Seperti tradisi Merarik di Suku Sasak Lombok,

tradisi Colog Suku Osing Banyuwangi, Sembambangan atau Larian dari Lampung,

Silariang di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi tradisi atau adat istiadat yang ada di

masyarakat. Interaksi sosial yang terjadi ditengah masyarakat inilah yang menjadi

kebiasaan-kebiasaan yangkemudian dijadikan landasan dalam menentukan baik buruknya

perilaku seseorang ditengah masyarakat adat yang kemudian menjadi asal dari hukum

adat itu sendiri.

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

2Akh. Muwafik Saleh. “Pola Komunikasi Sosial Pada Masyarakat Pemukiman Tanean Lanjang Di
Kabupaten Sumenep Madura”.2004, hlm. 2.

3 Jurnal Agastya, op. cit, hlm. 128.
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Tentang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA), Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-

undangan lainnya sebagai padanan dari rechtgemeenschapt, atau oleh sedikit literature

menyebutnya adatrechtgemenschap. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan

digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoroti-

akademis.Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim di ungkapkan

dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada sejumlah

kesepakatan internasional.4

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan

masyarakat hukum adat.Konsep masyarakat adat merupakan pengertian umum untuk

menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu.Sedangkan masyarakat hukum

adat adalah merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelempok orang yang

hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal, dan lingkungan kehidupan tertentu,

memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar

dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.5

Hukum tidak tertulis adalah juga hukum  kebiasaan. Salah satu contoh hukum tak

tertulis adalah hukum adat Indonesia. Adat di sini berarti kebiasaan, yang merupakan

peerbuatan yang diulang-ulang, dengan cara dan tindak yang sama. Hukum tidak tertulis

ini merupakan hukum yang tertua. Secara penguraian dari sudut bahasa tampaknya ada

kesamaan antara hukum tidak tertulis dengan kebiasaan, namun, sebenarnya ada

perbedaan yang essensial, yakni pada hukum tidak tertulis, didukung oleh teori-teori

4 Abuchair Rasyid, “Pengakuan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tradisional Masyarakat
Adat Di Indonesia”, hlm. 22.

5 Ibid., hlm 24
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kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh mashab sejarah yang ditokohi oleh von

Savigny.6

Hukum adat adalah hukum Indonesia Asli, yang tidak tertulis dalam bentuk

perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana-sini mengandung unsur agama.

Dari kesimpulan tersebut dapat pula dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat adalah Hukum

Asli Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini

mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari

satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut

dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap

mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.Oleh sebab itu, bagi si pelanggar

diberikan sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.7

Cornellis Van Vollenhoven sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum

adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya

dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut: “Hukum adat

adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur

Asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain

pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat)”. Untuk mengerti hukum adat, orang

seharusnya tidak menggunakan teori akan tetapi harus dilihat dari kenyataannya. Jika

hakim menemukan aturan-aturan adat perilaku atau perbuatan yang oleh masyarakat

dianggap patut dan mnegikat para penduduk serta ada persamaan umum yang

mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan para

petugas hukum yang lainnya, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum.8

6Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 205.
7I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, PT Fikahati Aneska,

Jakarta, 2013, hlm 7.
8 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung,

2013, hlm. 8.
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Hukum tertulis atau geschreven recht, adalah hukum yang mencakup perundang-

undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan traktat

yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional.Walaupun demikian undang-undang

yang dibuat secara nasional dapat berisi hukum internasional, yaitu hukum yang

berhubungan dengan peristiwa internasional.9Berbeda dengan hukum adat yang tidak

tertulis, aturan tertulis yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang menjadi dasar dalam menentukan bagaimana mengatur perbuatan/tindakan yang

melanggar kepatuhan yang ada ditengah masyarakat, yang mengakibatkan seseorang

dapat dihukum karena telah mengganggu ketentraman masyarakat.Aturan inipun

mengikat setiap warga Negara Indonesia.

Tingkatan peradaban maupun cara hidup yang modern ternyata tidak dapat atau tidak

mampu begitu saja menghilangkan adat (kebiasaan) yang hidup didalam peri kehidupan

masyarakat, kalaupun ada paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu

adalah adat (kebiasaan) tersebut selalu dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan

keadaan dan kehendak zaman sehingga oleh karenanya adat (kebiasaan) itu tetap kekal

dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya.10 Seperti halnya Provinsi Lampung,

walaupun aturan tertulis sudah dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tetapi masyarakat tetap mempertahankan menyelesaikan masalah dengan

menggunakan hukum adat yang berlaku diwilayahnya, karena dalam menyelesaikan

masalah hukum adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan bersama.

Di provinsi Lampung salah satu yang masyarakatnya masih banyak terikat dengan

norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.

Disamping berlakunya hukum pidana pada masyarakat ini juga masih terikat pada tatanan

norma dan kaidah-kaidah hukum adatnya. Meskipun daerah kecamatan Tulang Bawang

9Soedjono Dirdjosisworo, op. cit, hlm. 206.
10 Tolib Setiady, op. cit, hlm. 1.
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tidak lagi memenuhi kriteria eksistensi sebagai masyarakat adat, namun nilai hukum adat

masih saja melekat pada masyarakatnya bahkan masih cenderung dipatuhi sebagai sebuah

aturan yang mengikat masyarakat tertentu di daerah tersebut. Pada masyarakat adat di

Kecamatan Tulang Bawang memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan perkara dan

penerapan sanksi pada pelanggaran delik adat. Adapun jenis sanksi yang diterapkan pun

berbeda-beda tergantung pada delik yang dilakukan.

Hukum adat ini juga mengikat dalam tradisi perkawinan ditengah msyarakat tanpa

terkecuali.Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terdapat delik yang

sejenis dengan kawin lari yaitu tindak pidana melarikan perempuan yang diatur dalam

Pasal 332 KUHP. Di dalam Pasal ini terdapat dua jenis delik melarikan perempuan, yaitu

Pasal 332 KUHP Ayat 1 “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, barang

siapapun melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya

atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan

mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah”. Sedangkan

dalam Pasal 332 KUHP Ayat 2 “ Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan

tahun, barang siapa melarikan perempuan dengan tipu, kekerasan atau ancaman dengan

kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah, maupun

tidak dengan nikah”.

Kawin lari juga terjadi pada masyarakat adat di Kabupaten Tulang Bawang, yang

mana hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat dalam hal

pelaksanaannya.Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri dimana menyatakan

bahwa pada dasarnya hukum adat masih bisa diterapkan secara beriringan dengan hukum

nasional dalam kasus ini adalah hukum pidana.Namun, dalam hal ini peraturan yang

dimuat baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Adat

mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pada kedua aturan tersebut. Sehingga
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penerapan sanksi pada delik kawin lari sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditengah masyarakat adat di Kabupaten

Tulang Bawang dirasa kurang tepat karena telah adanya Hukum Adat yang telah

mengatur tentang adat kawin lari ini sendiri. Perbedaan dari penerapan sanksi yang ada

pada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan delik kawin lari

dan pada satu pihak dimana kawin lari sudah menjadi tradisi ditengah masyarakat adat di

Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu penting untuk mengetahui proses dari

penerapan dalam delik kawin lari itu sendiri.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih

mendalam tentang bagaimana penerapan Pasal 332 KUHP di tengah masyarakat dengan

melakukan penelitian itu sendiri sebagai metode atau pendekatan dalam penulisan skripsi

yang berjudul:

“PENERAPAN PASAL 332 KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT

LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 332 KUHP diterapkan pada masyarakat adat Lampung di Kabupaten

Tulang Bawang?

2. Bagaimana penyelesaian perkara pada delik Pasal 332 KUHP dalam perspektif hukum

adat Lampung?

C. Tujuan Penelitian



21

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat

dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berkenaan

dengan Pasal 332 KUHP di tengah masyarakat adat Lampung.

2. Mengetahui yang menjadi kendala di dalam KUHP pada penyelesaian tindak pidana

yang dilakukan masyarakat adat yang mempengaruhi kedudukan hukum pidana di

tengah masyarakat adat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran mengenai

pentingnya hukum adat dalam suatu delik adat berkenaan dengan sanksi yang

akan diterapkan di dalam delik tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai bahan referensi bagi peneliti

selanjutnya yang mengkaji hal serupa.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum di bidang hukum pidana

dengan focus mengenai Pasal yang ada di dalam KUHP dalam hal ini berkenaan dengan

Pasal 332 KUHP di dalam masyarakat adat. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih

jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis hanya akan

membahas pada masalah tentang Pasal 332 KUHP dalam tindak pidana kawin lari

ditinjau dalam perspektif hukum adat.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variable

yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat

menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu.11 Dalam penelitian

skripsi ini penulis akan mengunakan beberapa teori yang bersangkutan dengan masalah

yang akan dibahas didalam penulisan ini.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum, sebagaimana telah dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto

Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk

Undang-Undang yang dirumuskan didalam peraturan-peraturan hukum menjadi

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.12

Menurut Satjipto Raharjo secara konsepsional efektivitas penegakan hukum

sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh lima factor utama, yaitu:13

a. Sumber daya peraturan perundang-undangan;

b. Sumber daya manusia penegak hukum;

c. Sumber daya fisik (sarana dan prasarana) penegakan hukum;

d. Sumber daya keuangan; dan

e. Sumber daya pendukung lainnya berupa kesadaran hukum masyarakat dan pra

kondisi yang dipersiapkan untuk mengefektifitas penegakan hukum.

Menurut Kwarence M. Friedman, efektif dan berhasilnya penegakan hukum

apabila 3 unsur uang merupakan sistem hukum sudah berfungsi, yaitu:

11 Umar, Metode Riset Ilmu Administrasi, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 50.
12 Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.37.
13 Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Rineka Cipta,

Jakarta, hlm.25.
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a. Struktur hukum (stucture of law) yaitu aparat penegak hukum;

Struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk

menjalankan perangkat hukum yang ada.

b. Substansi hukum (substance of the law) yaitu perangkat peraturan perundang-

undangan;

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang memiliki kekukatan hukum yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat

penegak hukum.

c. Budaya Hukum (legal culture) yaitu hukum yang hidup (living law) yang dianut

dalam masyarakat.

Budaya hukum, yaitu mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara

berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga

masyarakat. Penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum tanpa

didukung budaya hukum maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara

efektif. Budaya hukum masyarakat yang tinggi, adsalah masyarakat yang tidak

cenderung melanggar hukum.14

Di dalam penegakan hukum pidana ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu yang

pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:15

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap  penegakan  hukum “in abstracto” oleh

pembuat undang-undang, tahap ini, tahap ini juga disebut kebijakan legislative.

b. Tahap Aplikasi

14 Arief Sidharta, 2008, Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung,hlm.3-5.
15 Suduthukum.com/2015/II/ tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana
https://www.suduthukum.com/2015/11/tahap-tahap-penegakan-hukum-pidana.html (diakses  pada

tanggal 05 Oktober 2018).
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Tahap Aplikasi adalah penerapan  hukum pidana oleh aparat-aparat penegak

hukum mulai dari kepolisian, samapai pengadilan, tahap ini juga disebut pula

tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat

disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif .

G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “methodos” dan “logos”.

Metedologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan

dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis,

meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.16 Penelitian hukum adalah suatu

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.17

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis

menggunakan metode penelitian empiris yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh

dari metode empiris.Dengan maksud untuk mengkaji dan mengganalisis data primer

yang berkaitan dengan materi penelitian ini yang berupa data atau bahan hukum

sekunder, yaitu penelitian yang menekankan pada data primer dengan mengganalisis

data-data yang telah diperoleh.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan.Dengan pendekatan

tersebut penelitian yang dilakukan mendapatkan banyak informasi dari berbagai aspek

mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan menggunakan

16 Arikunto Suharsini. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,
hlm. 125.

17Suratman dan H.Philips Dilah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 32.



25

pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan

masalah penulis, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang ditangani penulis.18

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan, bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan

masalah yang sedang diteliti.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang

relevan dengan isu yang dihadapi pemahaman akan pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membantu suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.19

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer, diantaranya adalah:

18Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan kedua belas, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 135.
19Ibid, hlm. 136.
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1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan dokumen-dokumen resmi.Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.20

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber-sumber yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer

dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara yang dilakukan guna

memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Berupa Undang-Undang, asas-asas hukum, pemikiran konseptual serta penelitian

pendahuluan yang berkitan dengan objek kajian, literatur-literatur, buku-buku lain

yang ada dan relevan dengan materi penelitian yang akan dibahas, termasuk

peraturan-peraturan perundangan lain yang mendukung pembahasan permasalahan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang menunjang penelitian ataupun penelitian

yang dilakukian merupakan upaya untuk untuk memperoleh data primer berupa

dokumen-dokumen dan keterangan atau informasi dari wawancara bebas terpimpin

kepada responden dan petugas yang termasuk dalam Kepolisian Resor Kabupaten

Tulang Bawang.Dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar

20Ibid, hlm. 181.
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pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan

klarifikasi dari responden tersebut.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data, maka penulis memilih lokasi penelitian pada

Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang.

6. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Kepolisian Resor Kabupaten

Tulang Bawang Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang

menjadi objek penelitian.Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah

purposive sampling.Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan

pertimbangan dan tujuan tertentu, berdasarkan kedudukan dan keyakinan bahwa

sampel yang diambil dapat mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Petugas Kepolisian Resor Kabupaten Tulang Bawang, Lampung :

a. Kepala Satreskrim Polres Tulang Bawang

Disamping dengan narasumber diatas waancara juga dilakukan dengan pemuka adat

di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

7. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan

menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif merupakan tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh
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sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan atau berperilaku

nyata.21

8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan

dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh

penulisan, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan

induktif yaitu proses untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang

berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.22

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm, 67.
22Ibid., hlm. 11.
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